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Menimbang a

Mengingat 1

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BLPATT PEVIALANG
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

LRAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS KOMUNIKAS DAN INFCRMATIKA
KABLPATEN PEVIALANG

DENGAN RAHVAAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PEVALANG

bahwa dengan telah _ditetapkannya Peraturan Bupati
Pemalang 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan” Orgamsasi, Tugas Fungsi dan Tafa Kega Dinas
Komunikasi ~ dan  Informatika = Kabupaten  Permalang,
menyebutkan bahwa uraian tugas jabatan pada Dmes
Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati, _ _ _

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dmas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pemalang,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 = tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propnsi Jawa Ten%ah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 24),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil a (Eerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494),

Undang-UndanBa Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran I\Igﬁara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undan
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daer.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
56,7(‘;I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Perazuran Pemenntan Nomor 32 Tahun 1950 tentan
'FI)'SREtaplag%O Mulai  Berlakunya Undang-Undang Nomor

un ,
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5. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5837),

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalanj% (Lembaran _Daerah ~ Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

7 Peraturan Bupati Pemalang Nonor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Keija Dmas Komumkasi dan Informatika _Kabupaten
Pemalag% (Benta Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG LRAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL _ DINAS KOMUNIKAS  DAN  INFCRVATIKA
KABLPATEN PEVIALANG

BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Pemalan%

Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pemalang

Bupati adalah Bupati Pemalang _ _

Perangzkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Pemalang =~

Dmas Komumkasi dan _Informetika _an%glanjutn)éae disebut Diskominfo

adalah Dmas Komumkasi dan Informatika Kabupaten Pemalang _

IIEgBaIa Diskominfo adalah Kepala Dmas Komunikasi dan Informetika
upaten Pemalang _ _ o

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dismgkat ASN adalah profesi bagi
wai negen sipil dan pegawai pemenntah dengan perjanjian kerja yang

9 Pegav\alerja'pﬁleagemtgngll pemenn}ah_ tnya dismgkat PNS adalah

n Sipil yang_ selanjutnya dis adalah warga negara

Indonesia yang rr%mgnu%i S anj':\t tgrtentur,r%iangkat_ sebagai o %SN
secara tetdp olen oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemenntahan

10" Analisis Jabatan adalah proses, metode dan tekmk untuk mendapatkan data
abatan, menyajikan untuk program-program kelemba?aan, kepegawaian dan

etatalaksanaan serta membenkan layanan pemanfaatannya bagi pihak-
[?_lhak yanq menggunakannya. _

11 Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat
ketja untuk memperoleh hasil kerja

12. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas.

13 Jabatan Struktural adalah kedudukan andq menunjukkan tugas, _tang%ung
jawab, wewenang dan hak seorang alam rangka memimpin satuan
abatan dalam organisasi _

14 "Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas tekms

15 Pimpinan adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajenal/
kepemimpinan.
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BAB I
URAIAN TUGAS

Pasal 2

Uraian Tugas Jabatan Struktural Diskommfo sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai
pedoman keija dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas
umum pemenntahan, pembangunan dan pelavanan masyarakat

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 1Januan 2017.

setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundanlgean Peraturan
Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pemelang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BLPATI PEHVIALANG

Cap
Ttd

JUNAED)

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 Novermber 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABLPATEN PEVIALANG

h

BUDH RAHARDIO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEVALANG TAHUN 2016 NOMOR 92

Salman sesuai dengan aslmya
SETDA KABLPATEN PEVALANG

PUISUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat |
NIP. 19670510 198603 1002
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LAVPIRAN

PERATURAN BLPATI PHVALANG
NOVMOR  TAHUN2016

TENTANG LRAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KOMUNIKAS DAN
INFCRVIATIKA KABLPATEN PEVALANG

LRAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

DINAS KOMUNIKAS DAN INFCRVAATIKA
KABLPATEN FEVALANG

A Kepala Diskominfo
Kepala Diskominfo mempunyai uraian tugas sebagai benkut
1 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
urusan pemenntahan bidang komunikasi dan mformetika, persandian
serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada
Rencana Keilja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) sebagal pedoman penyusunan
Rencana Keija dan Anggaran (R<A) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2 merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (R4 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (CPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renj@) urusan pemenntahan bidang
komunikasi dan mformeatika, persandian serta statistik dan hubungan
masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,

3 merumuskan kebijakan tekms urusan pemenntahan bidang komunikasi
dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan
mformatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

4 mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi
dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (CPA bidang
komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik agar
penyelenggaraannya sesual dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditentukan,

5 merumuskan movasi daerah urusan pemenntahan bidang komunikasi
dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan memngkatkan kualitas pelayanan
publik,

6 mengarahkan penyediaan dan pelayanan mformesi publik yang
berkaitan dengan urusan pemenntahan bidang komunikasi dan
mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai
kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informesi

publik;
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mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan
pemenntahan bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta
statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran
dan tujuan organisasi,

mengarahkan pengelolaan Admimnstrasi Umum, Perencanaan Program
dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (CPA
bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta statistik dan
hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(CPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah
ditentukan,

mengevalua5| pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemenntahan
bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta statistik dan
hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kimerja;

10 merumuskan laporan di bidang komumkasi dan mformatika, persandian

serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa
sebagal mformesi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

11 melaksanakan tugas kedinasan IamK g dibenkan oleh pimpman sesuai
a

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmerja organisasi

B Sekretans
Sekretaris Diskommfo mempunyai uraian tugas sebagai benkut

1

merencanakan program dan Kkegiatan kesekretariatan sesuali dengan
dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggaran,

mengoordmasikan usulan Rencana Strategic (Renstra), Rencana Kelja
(Renja), Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (CPA) urusan pemenntahan bidang komunikasi  dan
mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan,

menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program
dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bma Program dan
Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (CPA) agar penyelenggaraannya tepat
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

mengoordmasikan penyediaan dan pelayanan mformasi publik sesual
dengan undang-undang keterbukaan mformasi publik dalam rangka
pemutakhiran mformasi publik,

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan
pemenntahan bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta
statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah (SIP) dalam rangka pengendalian
internal kegiatan,

menyusun konsep movasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi
permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan
memngkatkan kualitas pelayanan publik,
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8 mengoordmasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
guna keterpaduan pelaksanaan tugas,

9 mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai
dengan rencana %ogram dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

rangka perbaikan

ija,

IQ mengoordmasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan miformatika, persandian serta statistik dan hubungan
masyarakat berdasarkan basil laporan sebagai mformasi dan
pertanggung]awaban pelaksanaan tugas, dan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpman sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmeija orgamsasi

a Kepala Subbagian Bma Program dan Keuangan o
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian
tugas sebagai benkut _ _ _
1)~ merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program

2

dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Keija (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (CPA) urusan pemerintahan komunikasi
dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan
masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIVD) sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan,

melaksanakan pengelolaan admimstrasi bma program dan
keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan
keuangan daerah guna tertib admimstrasi,

mengelola data urusan pemerintahan  komunikasi  dan
mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
melalui  sistem mformasi  pembangunan  daerah  guna
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

melaksanakan kegiatan venfikasi dan pencairan anggaran sesuai
surat pertanggungjanaban keuangan guna pengendalian
pengelolaan keuangan,

menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang
meliputi Laporan Kmerja Instansi Pemermtah (LKjIP), Laporan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
dokumen pertanggungjawiiban lamnya sesuai dengan panduan
pembuatan laporan sebagai bahan pertanggung]awaban,
menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CGaLK), serta laporan keuangan lamnya sesuai dengan
pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,
menyiapkan bahan movasi Subbagian Bma Program dan
Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa
guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan
publik,
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9 melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
urusan pemerintahan komunikasi dan informeatika, persandian
serta statistik dan hubungan masyarakat sesuali dengan mdikator
Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SAIP) dalam rangka
pengendalian internal kegiatan,

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan
Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

17) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan
informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat
berdasarkan  hasil  laporan  sebagai  informesi  dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di Imgkungan Subbagian
Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh
pimpinan sesuai  dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kinerja organisasi

b Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Keb%alga Subbag{lan Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas

se benku

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian sesuai  dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,

2) mengelola admimstrasi umum  meliputi  surat  menyurat,
dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

3 mengelola admimstrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan
informasi  publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

4) mengelola admimstrasi kerumahtanggaan meliputi  pengadaan
dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang Kantor,
pemeliharaan  kebersinan, keamanan  kantor, fasilitasi
penyelenggaraan rapat dmas dan barang milik daerah secara
efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,

5 mengelola Kketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan
prosedur keija sesuai dengan target kerja guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

6) mengelola admimstrasi kepegawaian sesual dengan peraturan
kepegawaian guna tertibb admimstrasi,

7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai
dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam
rangka pemutakhiran informasi publik,

8 menyiapkan bahan movasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas
pelayanan publik,
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9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di Imgkungan Subbagian Umum
dan Kepegawalan sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmeija,

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
Umum dan Kepegaweian secara efektif dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh
pimpman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kineija orgamsasi

C Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informesi dan Komunikasi Publik mempunyai

uraian tugas sebagai benkut

1 merencanakan program dan kegiatan Bidang Informesi Publik dan
Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan
orgamsasi Sebagal bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan
anggaran,

2 menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan
Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

3 menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan
Seksi  Komunikasi  Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (CPA) agar tepat sasaran dan tujuan,

4 menyusun konsep movasi urusan pemenntah bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan
perkembangan teknologi untulc memngkatkan kualitas pelayanan publik,

5 mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informesi dan
Komunikasi Publik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan
pelaksanaan tugas,

6 mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informesi dan Komunikasi
Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kimerja,

7 menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan

8 melaksanakan tugas kedmasan lain yang dibenkan oleh pimpman sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmeija organisasi

a Kepala Seksi Informasi Publik
bKepﬁla}[ Seksi Informesi  Publik mempunyai uraian tugas sebagai
enku
1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik

sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,

2 menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi
Informasi  Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

3 menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
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4 menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi
dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan
pembangunan,

5 melaksanakan. pengelolaan informasi publik serta hubungan
antara masyarakat dengan Pemenntah Daerah sesuai prosedur
dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan
masyarakat dengan Pemenntah Daerah,

6) melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah,

7) melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan
informasi  dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan
keterbukaan informasi publik,

8 melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna
penyebaran informesi,

9 melaksanakan pengelolaan pemutakhiran maten dan konten
situs Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Petr)zla_tlzran Perundang-undangan guna pemutakhiran informesi
publi

10) melaksanakan publikasi kegiatan Pemenntah Daerah sesuai
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
guna penyebarluasan informesi,

17) menyusun rancangan movasi Seksi Informasi Publik berdasarkan
identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelkikéanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan
publi

12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kmerja,

13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informesi Publik
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, dan

14) melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kmerja organisasi

b Kepala Seksi Komunikasi Publik o _

bKepﬁla{ Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai

enku

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi
Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,

2 menyusun rancangan kebyakan Seksi Komunikasi Publik sesuai
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
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3 menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi
dan Komumkasi Publik sesuai dengan prosedur dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk
pelaksanaan pembangunan,

4) melaksanakan pengelolaan komumkasi publik serta hubungan
masyarakat Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur den.
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan
efektifitas saluran komumkasi publik serta hubungan masyarakat
Pemenntah Daerah,

5 melaksanakan kegiatan audit komumkasi publik sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam
rangka mengontrol komumkasi publik,

6) melaksanakan kegiatan kemitraan komumkasi dengan media
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan untuk meningkatkan kegasama,

7) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komumkasi
perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
meningkatkan kapasitas,

8 melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi
Informasi dan Komumkasi (TIK) Pemenntah Daerah maupun
masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan
komumkasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK

9 melaksanakan pengelolaan saluran komumkasi milik Pemenntah
Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
PetrJlIJ_rEang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komumkasi
publi

10) melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komumkasi non
pemenntah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komumkasi non
pemenntah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

11) melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komumkasi
sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  untuk  meningkatkan  kapasitas
kelembagaan komumkasi sosial,

12 menyusun rancangan inovasi  Seksi  Komumkasi - Publik
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik,

13 mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komumkasi Publik sesuai
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kimerja,

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komumkasi Publik
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, dan

15 melaksanakan tugas kedinasan lain 1){Jang dibenkan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung lanega orgamsasi
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¢ Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Govemment

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Govemment mempunyai uraian tugas
sebagai benkut.

1

merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur
E-Govemment dan Pengelolaan Aplikasi E-Govemment sesuai pedoman
pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan
dokumen rencana keija dan anggaran,

menyusun  konsep rancangan  kebijakan Bidang  Pengelolaan
Infrastruktur E-Govemment dan Pengelolaan Aplikasi E-Govemment
1fes.uai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan
ugas,

menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur
E-Govemment dan Seksi Pengelolaan Aplikasi E-Govemment sesuali
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (CPA) agar tepat sasaran dan
tujuan,

menyusun konsep movasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan
E-Govemment sesuai dengan Kketentuan dan perkembangan teknologi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

mengkoordmasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E
Govemment secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan
tugas,

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government
sesual dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kmerja,

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E
Govemment secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan

melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmerja organisasi

a Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Govemment _
Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Govemment mempunyai
uraian tugas sebagai benkut _ _

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan

Infrastruktur E-Govemment sesuai dengan dokumen perencanaan
sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan
anggaran,

2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur
E-Govemment sesual dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3 menyusun konsep rancangan Rencana Induk E-Govemment
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,

4) melaksanakan pengelolaan E-Govemment Pemerintah Daerah
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan untuk mewujudkan tata kelola E-Govemment yang
baik,
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5 melaksanakan pengelolaan mfrastruktur dasar Pusat Data (Data
Center), Disaster Recovery Center dan Teknologi Informatika dan
Komputer (TIK) Pemermtah Daerah sesual dengan prosedur dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan
standar minimal penyelenggaraan E-Govemment,

60 melaksanakan pengelolaan intranet Pemermtan Daerah sesual
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
gntuakh mewwujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat

aerah,

7) menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan guna penyebaran akses informesi,

8 melaksanakan pengembangan mifrastruktur teknologi  dan
komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung
pengembangan E-Govemment,

9 melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informesi
dan Komunikasi Pemermtah Daerah sesuai dengan prosedur dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyelaran
sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK)
Pemermtah Daerah,

10) menyusun rancangan movasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur E
Govemment berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa
guna efektivitas pelaksanaan pekeljaan dan memngkatkan
kualitas pelayanan publik,

11) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur
E-Govemment sesual dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija,

12 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan
Infrastruktur E-Govemment secara efektif dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

13 melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh
pimpman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kineija organisasi

b Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi E-Govermment o
Kepala Seksi Pengelolaan Aplikesi E-Govemment mempunyai uraian
tugas sebagai berikut _ _
1™ merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan

Aplikasi E-Govemment sesuai dengan dokumen perencanaan
sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan
anggaran,

2 menyusun rancangan kebyakan Seksi Pengelolaan Aplikasi E-
Govemment sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3 menyusun konsep rancangan Rencana Induk E-Govemment
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
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4) melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs
Permerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan guna penyelarasan dengan
ketentuan Pemerintah Pusat,

5 melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan miterkoneksi
aplikasi dan database E-Govemment Pemerintan Daerah sesuali
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan
E-Govemment,

6) melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SM)
Permerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem
Informasi Manajemen (3MV) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,

7) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi genenk,
spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Pelr_?(gusr_an Perundang-undangan untuk mewujudkan mtegrasi
aplikasi,

8 melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan
komumkasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan untuk mewujudkan Smart City,

9 melaksanakan Govemment Chief Information Officer (GO0
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola
E-Govemment yang baik,

10) melaksanakan pengelolaan Situs W\eb Pemerintah Daerah sesuali
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan
komunikasi publik yang baik,

11) melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
mewujudkan  efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan
pelaporan,

12) menyusun rancangan inovasi di Imgkungan Seksi Pengelolaan
Aplikasi  E-Govemment  berdasarkan identifikasi permasalahan
dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan
memngkatkan kuahtas pelayanan publik,

13 mengevaluasi pelaksanaan tugas di Imgkungan Seksi Pengelolaan
Aplikasi E-Govemment sesual dengan rencana program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam ran%ga perbaikan kineija,

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Ap ikasi
E-Govemment secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan

15 melaksanakan tugas kedmasan lain %ang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kineija organisasi
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D Kepala Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik mempunyai uraian tugas
sebagai benkut:

1

merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomumkasi dan
Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan
kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggaran,

menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomumkasi dan
Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan
sebagail pedoman pelaksanaan tugas,

menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomumkasi dan
Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (CPA) agar tepat sasaran dan tujuan,

menyusun  konsep inovasi urusan  pemenntah  Bidang  Pos,
Telekomumkasi dan  Statistik sesuai  dengan  ketentuan dan
perkembangan teknologi untuk memngkatkan kualitas pelayanan publik;
mengkoordmasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan
Statistik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan
tugas,

mgngevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomumkasi dan
Statistik sesual dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomumkasi dan
Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian o
Kepala Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian mempunyai uraian
tugas sebagai benkut _ _

1 "merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos,
Telekomumkasi dan  Persandian sesuai dengan dokumen
gerencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja
an anggaran, . _ _

2 menyuggn rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomumkasi dan
Persandian sesual” dengan™ prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3 menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan
Komumkasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
petunjuk pelaksanaan pembangunan, _

4 melaksanakan  pengendalian dan  penertiban  terhadap
PenKelenggaraan_ standardisasi dan penzman E(OS dan
elekomumkasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan guna pemngkatan pelayanan

publik:
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5. melaksanakanpembinaan penyelerq%garaan hubungan
komunikasi sandi dan pengamanan mformasi yang bersifat lokal
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peratuxan Perundang-

undangan guna  peningkatan pengetanuan  dalam
ngg/a(?]]gri\égaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan

6. melaksanakan pengelolaan keamanan mformasi E-Govemment
sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan —_untuk mewujudkan keamanan komunikasi data
Pemenntah Daerah, _

7 melaksanakanpengelolaan layanan  pengadaan barang/jasa
secara elektromk Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan_ untuk mewujudkan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,

8 mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan
kuncl sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan, _

9 melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan mformesi
berklasifikasi sesual den%an prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan _untuk pengamanan mformeasi

10 melaksanakan latan fyiapan, pemanfaatan  dan

ngembangan Sumber Da: wsia Sandi, Mateml Sandi dan
anng Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop,
pelatihan, seminar dan/atau bimbingan tekms persandian sesual
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk peningkatan kualitas keija _ _

11 melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan
Erosedur_ dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna
etersediaan mformasi publik _

12 melaksanakan  kegiatan ~ pengukuran  dan  evaluasi
penyelenggaraan persandian dan tmgkat keamanan mformasi
secara internal pada masing-masmg perangkat daerah sesuai
dengan prosedur dan Ketenttan Peraturan Perundang-undangan
3ntuakh menjaga mformesi  penyelenggaraan pemermtahan  di
aerah,

13 melaksanakan pengelolaan mateml, sarana, prasarana dan
mfrastruktur persandian untuk pengamanan mformasi dengan
berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga
Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas, _

14. melaksanakan pelayanan satu pintu penginman dan penerimaan
mformasi berklasifikasi di Imgkungan pemenntah daerah sesuai
dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk efektivitas pelaksanaan kerjgi _

15 mengelola kegiatan pemulihan “data dan gangguan jarmgan
alstem informasi dengan menjaga mtegntas dan  ketersediaan
ata, _

16 mengelola Secunty Operation Center (SOO) dalam rangka
pengamanan mformasi dan komunikasi sesuai’ dengan prosedur
dan  Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna
perlindungan data, _ _ o

17 menyusun rancangan movasi. Seksi Pos, Telekomunikasi dan
Persandian berdasarkan identifikasi permasalanan dan analisa
Euna} efektivitas pelaksanaan pekeljaan dan memngkatkan
ualitas pelayanan publik,
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18 menEevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos,
Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program
Ean _kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan

ineija,

19 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi
dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan _

20 melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh
pimpinan sesuai. dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung Kineija organisasi

b Kepala Seksi Statistik o o

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut _

1 "menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi
Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan
prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

3 mengindentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan _ kegiatan survey
pengelolaan urusan pemermtahan yang menjadi ~ kewenangan
daerah sesuai dengan prosedur dan  Keténtuan Peraturan
Perundang-undangan  untuk  keterpaduan data  dalam
pelaksanaan suney, _

4 menyusun metode survey dan petunjuk tekms pelaksanaan
suney sesual dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan
Pﬁruntdang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang
akurat,

5 melakukan konsultasi dan mengkooordmasikan persiapan
penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemermtahan yang
menjadi ~ kewenangan daerah sesuai dengan prosedur “dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna Kketerpaduan
pelaksanaan kegiatan, o o _

6 melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah
Daerah sesuai Oengan prosedur dan Ketentuan _Peraturan
Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral
yang valid dan akurat _

7 menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemermtahan
yang menjadi  kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan
program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil
survey, _

8 mempersiapkan bahan laporan memtonng dan evaluasi
pelaksanaan sunvel pengelolaan urusan pemermtahan yang
menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan
gerbalkan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan
atang, .. . _ _

9 rr_eng?dent_lflkas_l konsep pengembangan metodelogi  sunvel,
disemmeasi statistik dan_sistem mformasi  pengelolaan urusan
pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka
menmgkatan mutu data statistik, _ .

10 menyusun  rancangan movasi Seksi  Statistik berdasarkan
identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelaksanaan pekerjaan dan memngkatkan kualitas pelayanan

publik,
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11 mengevaluasi pelaksanaan ... s.«si Statistik sesuai dengan

rencana program dan. kegiatan yang telah ditetapkan
rangka perbaikan kinerja,

12 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara

8fe If dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
an

13 melaksanakan tugas kedinasan lam yang dibenkan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung kineija organmsasi.
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